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TATA TERTIB
RAPAT KERJA NASIONAL
SIPERKASA TAHUN 2020

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah FORUM evaluasi, konsultasi dan
informasi dalam rangka mengembangkan wawasan, keterpaduan dan kordinasi
pelaksanaan rencana kerja organisasi.
Rakernas diikuti oleh utusan pengurus pusat, utusan pengurus cabang dan
utusan pengurus perwakilan serta undangan yang ditetapkan oleh panitia
sebagai peninjau.
Rakernas dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
Rakernas diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus Serikat Pekerja Pusat.

Rakernas tahun 2020 adalah Rakernas XVIII Siperkasa yang dilaksanakan di
Bogor pada tanggal 10 s/d 13 Maret 2020.

BAB I
TUJUAN RAKERNAS

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya Rakernas adalah sebagai berikut :

L
2.
3.

4.
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Melakukan evaluasi terhadap pencapaian program kerja organisasi serta
merumuskan kembali kebijakan organisasi yang diimplementasikan dalam
program kerja organisasi.

Menyatukan sikap dan mengedepan persamaan persepsi dalam
mengembangkan organisasi menuju Serikat Pekerja yang dinamis dan modern
dengan melakukan berbagai perubahan mendasar dalam mekanisme dan
dinamika organisasi.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam Hubungan Industrial. - :y

Merumuskan strategi dalam rangka menghadapi berbagai isu yang berkembang
terkait perkembangan terkini PT Gapura Angkasa, dalam konteks kebijakan yang
dilakukan oleh manajemen dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan
perusahaan dan kesejahteraayh karyawan.

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen terkait dengan penerapaéé /
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. Merumuskan gagasan, ide serta saran sebagai rekomendasi resmi Serikat
Pekerja kepada perusahaan.

BAB IlI
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Rakernas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1.

Membahas laporan Pengurus Pusat SIPERKASA mengenai perkembangan
organisasi dan pelaksanaan program kerja SIPERKASA sesuai amanat MUNAS
VI LOMBOK tahun 2017. '

Membahas laporan Pengurus Cabang mengenai perkembangan organisasi dan
pelaksanaan program kerja SIPERKASA di masing-masing Cabang.

Menentukan langkah-langkah pengembangan organisasi Serikat pekerja sesuai
dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Menetapkan butir-butir pembahasan Rekomendasi kepada Perusahaan.

BAB IV
PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 4
Peserta Rakernas terdiri dari utusan Pengurus Pusat, utusan Pengurus Cabang.

Peninjau Rakernas tamu yang diundang dan ditetapkan oleh pengurus pusat
sebagai penyelenggara kegiatan Rakernas.

Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan sesuai dengan Kuota sebagaimana
tercantum dalam AD/ART dan peraturan organisasi.

Setiap peserta dan peninjau membawa surat tugas berupa SPPD dari Cabang.

Rapat-rapat pleno hanya dapat dihadiri oleh peserta dan peninjau Rakernas.
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2.

C.

d.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 5

. Peserta Rakernas mempunyai hak :

a.
b.

Mengikuti seluruh kegiatan Rakernas.

Menghadiri dan berperan serta dalam rapat pleno dan rapat komisi atau
Working Group Discussion.

Menyampaikan pendapat dalam setiap rapat.

Memberikan suara (hak suara) dalam pemungutan suara dalam rapat —rapat
pleno

Peninjau Rakernas mempunyai hak :

a.
b.
c.

Mengikuti seluruh kegiatan Rakernas.
Menghadiri dan berperan serta dalam rapat pleno.
Menyampaikan pendapat dalam rapat - rapat pleno.

Peserta dan Peninjau Rakernas mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan yang
diatur dalam Tata Tertib Rakernas.

BAB VI
CARA MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Pasal 6

. Setiap peserta dan peninjau dapat menyampaikan pendapat / usul secara lisan

dan /atau tertulis dalam rapat dengan ijin pimpinan rapat.

Pendapat yang disampaikan sesuai dengan konteks pembahasan dalam rapat
secara singkat dan jelas.

Sebelum menyampaikan pendapat, setiap peserta menyebutkan nama dan asal
pengurus cabang.

Sebelum menyampaikan pendapat, setiap peninjau menyebutkan nama dan asal
organisasi cabang.

Peserta dan Peninjau dapat mengajukan pertanyaan lanjutan bila tanggapan
yang diberikan kurang jelas.

Pasal 7

Peserta dapat meminta klarifikasi tentang laporan kegiatan yang disampaikan

oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang SIPERKASA.

Pokok-pokok perubahan dapat dikemukakan dalam rapat pleno.
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BAB VI
ALAT DAN KELENGKAPAN

Pasal 8 o

Alat kelengkapan Rakernas disusun berdasarkan pengelompokan kegiatan dalam
Rakernas.
Pasal 9

Rakernas mempunyai alat kelengkapan sebagai berikut :
1. Pimpinan rapat pleno dan rapat komisi / Working Group Discussion
2. Tim perumus

- Pasal 10
1. Pimpinan rapat pleno adalah pengurus pusat.
2. Pimpinan rapat pleno ditetapkan pada rapat Pleno Rakernas.
3. Pembahasan Pleno :

a. Pembahasan tentang evaluasi Program Kerjas Pusat dan cabang.

b. Pembahasan tentang rancangan perubahan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi SIPERKASA.

c. Pembahasan tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan usulan
Perubahannya untuk disampaikan pada Perundingan PKB selanjutnya.

d. Perumusan poin-poin rekomendasi untuk disampaikan kepada manajemen

e. Menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat pleno kepada
pengurus pusat untuk ditetapkan dalam rapat paripurna sebagai hasil
rakernas XVIII SIPERKASA.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 12

1. Rancangan Tata tertib dan jadwal Rakernas disampaikan oleh Pengurus Pusat
SIPERKASA.
. Rancangan Tata tertib dan Jadwal Rakernas harus mendapat persetujuan
peserta Rakernas ) ,
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Pasal 13

Jenis rapat dalam rakernas :
15
2.
3.

Rapat Pleno
Rapat Komisi
Rapat Paripurna

Pasal 14

. Sebelum menghadiri rapat, setiap peserta mengisi dan menandatangani daftar

hadir.

Rapat dapat dimulai apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari
setengah peserta.

Jika ayat 2 (dua) tersebut diatas belum tercapai, maka pimpinan rapat dapat
menunda rapat selama 15 menit, dan setelah itu, rapat dinyatakan sah untuk
dimulai, tanpa memperhitungkan jumlah peserta, atas persetujuan peserta
rakernas.

Pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah dan mufakat. Jika hal

tersebut tidak dapat dilakukan, apabila karena sesuatu hal jumlah tersebut tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 15
Peserta Rapat

kecuali seijin pimpinan rapat.

2 1. Peserta rapat tidak dapat menginterupsi peserta lain yang sedang berbicara,
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2. Interupsi diberikan apabila informasi yang disampaikan lebih penting dari apa

yang disampaikan oleh peserta yang pertama kali berbicara.

Pasal 16
Pimpinan Rapat

Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai peraturan tata tertib yang
telah ditetapkan.

Pimpinan rapat menjelaskan secara singkat pokok acara rapat sebelum rapat
dibuka.

Pimpinan rapat memberi kesempatan kepada peserta rapat untuk
menyampaikan pendapat sesuai tata tertib dan waktu yang tersedia.

Pimpinan rapat dapat memperingatkan peserta supaya menghentikan
pembicaraan apabila isinya tidak sesuai dengan agenda rapat.

Apabila dirasakan perlu, pimpinan rapat dapat menunda rapat selama tidak

'

lebih dari 15 menit, setelah mendapat persetujuan dari peserta. 7<
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Pasal 17
Risalah Rapat

Risalah wajib dibuat dalam setiap rapat-rapat pada Rakernas.

Isi risalah rapat memuat :

a.Jenis Rapat

b.Hari, tanggal dan waktu rapat

c.Agenda rapat

d.Daftar peserta rapat

e.Isi rapat

f. Kesimpulan

g.Nama dan tanda tangan ketua dan sekretaris rapat.

Pasal 18
Rekomendasi

Rekomendasi rakernas adalah hasil rakernas yang
ditindaklanjuti.

penting untuk

Rekomendasi harus ditanda tangani oleh seluruh peserta yang hadir tanpa

terkecuali dan menjadi ketentuan yang mengikat.

Pasal 19
Lain — lain

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini, akan diatur
kemudian berdasarkan kesepakatan peserta Rakernas XVIIl SIPERKASA.
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